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Setelah mengikuti workshop ini peserta akan mampu:

1. Memahami konsep Proses dan Proses Bisnis

2. Memahami Hubungan Peta Proses Bisnis dan SOP Makro, dan SOP Mikro

3. Memahami metode penyusunan peta proses bisnis sesuai PermenPANRB 19/2018

4. Memiliki wawasan untuk dapat merencanakan, menyusun, dan melaksanakan, serta
mengevaluasi peta proses bisnis di lingkungan PemKab Kebumen

Sasaran Program
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QUIZ



Peter Senge



Konsep Proses Bisnis Instansi Pemerintah



Strategi

“Sekumpulan aktivitas yang dipilih oleh suatu organisasi dalam rangka
menghasilkan nilai-nilai tambah yang spesifik dan berbeda atau lebih
baik.” 

Manajemen Strategis

“Seluruh keputusan yang diambil dalam memilih strategi dan
mengimplementasikannya”

What is STRATEGY

STRATEGY : It is a deliberate process of choosing a set of activities 
differently, in order to deliver a unique mix of value
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Karakteristik Strategis & Operasional 

Jangka
Panjang

Holistic

Prioritas

Rutin

Sektoral

Detail

Strategis Operational

Peta Proses Bisnis

Struktur Organisasi



Strategy Process
(Pathfinding)

People Process
(Empowering and Modeling)

Operation Process (Synchronizing)

Sustainable high performance of a Organization takes three imperative 
processes

Source :  “ Execution. The Discipline of Getting Things Done ” , Larry Bossidy & Ram Charan, 2009

EXECUTION

Perspiration : 99 %

Inspiration : 1 %
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Sustainable high performance organization takes 
successful managing strategy & managing operation

Source :  “ The Execution. Premium” , Robert Kaplan & David Norton, 2008
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Managing strategy

Managing Strategy & Operation

Managing operation 

Success of managing strategy =  
did not work (theoritical) 

Success of managing operation
=  a matter of luck

http://www.amazon.com/Execution-Premium-Operations-Competitive-Advantage/dp/B001TLVGF2/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1240986959&sr=8-2
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A Framework for Analyzing Organizations

People         Structure

Systems    Culture

External Analysis

Strategy

Internal Analysis

Performance

Adapted from Alfred Chandler, Strategy and Structure



14



15

Resources PerformanceProcess
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Raw Input, Instrumental Input, Environmental Input



HUBUNGAN KERANGKA KERJA 
PENCAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL

UU 25 tahun 2004
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Dasar Hukum



21



22



23



24



1) Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan
fungsi

2) Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional
tetap (SOP)

3) Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
4) Peta proses bisnis dan prosedur operasional telah dievaluasi dan

disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan
efektivitas birokrasi

4. Penataan Tatalaksana
Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:



Peta Proses Bisnis

APA 
yang SEHARUSNYA 

dilaksanakan

RenStra 
Organisasi

BAGAIMANA
SEHARUSNYA 

dilaksakan

BUKTI
pelaksanaan

Penerapan
Proses Bisnis

Adequacy
(Kecukupan)

Compliance
(Kesesuaian)

Efektivitas

Availability
(Ketersediaan)

Skema Kriteria Evaluasi Proses Bisnis



Metode Penyusunan Peta Proses Bisnis



DEFINISI PROSES

Serangkaian kegiatan yang saling
berhubungan yang merubah input 
menjadi output yang bernilai tambah
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TYPICAL NETWORK OF INTERACTING PROCESSES
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Proses Bisnis vs OPD

…to the horizontal, enterprise process organization with cross-functional drivers

Kepala Daerah

Process A

Process B

Process C

Sasaran
Program

Sasaran
Program

Sasaran
Program

Sasaran
Program

Sasaran
Program

Sasaran
Program

Sasaran
Program

Sasaran
Program

Sasaran
Program

Outcome 

OPD OPD OPD OPD

Cross-Functional

Cross-Functional

Cross-Functional



Proses Bisnis Level IV OPD 

…to the horizontal, enterprise process organization with cross-functional drivers

OPD

Process A

Process B

Process C

Sasaran
Kegiatan

Sasaran
Kegiatan

Sasaran
Kegiatan

Sasaran
Kegiatan

Sasaran
Kegiatan

Sasaran
Kegiatan

Sasaran
Kegiatan

Sasaran
Kegiatan

Sasaran
Kegiatan

Output

Eselon 2 Eselon 2 Eselon 2 Eselon 2

Cross-Functional

Cross-Functional

Cross-Functional



Process Map Frame Work

Stakeholder

Procces

Sequent of Activities

Cross Functional Map

(Level 2 ... level n)

Process Map          (Level 0)

Sub Process Map   (Level1)
Process
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MOFA.01
PENGELOLAAN INSTRUMEN 
HUKUM DAN PERJANJIAN 

INTERNASIONAL 

PETA BISNIS PROSES
 KEMENTERIAN LUAR NEGERI

MOFA.04
LAYANAN KEKONSULERAN 

DAN PERLINDUNGAN WNI/BHI 

MOFA.03
PERUMUSAN 

KEBIJAKAN LUAR 
NEGERI

MOFA.02
PENGELOLAAN DIPLOMASI & 
KERJASAMA INTERNASIONAL

KEMENTERIAN /
LEMBAGA

PERWAKILAN ASING

MOFA.07
PELAYANAN INFORMASI DAN 

MEDIA

MOFA.08
PENGELOLAAN LAYANAN HUKUM, 

ADMINISTRASI DAN SARANA 
PRASARANA

MOFA.10
PENGELOLAAN KINERJA 

DAN ANGGARAN
MASYARAKAT

MOFA.09
PENGELOLAAN SDM

MOFA.05
LAYANAN 

KEPROTOKOLAN

MOFA.11
PENATAAN ORGANISASI 

MOFA.12
 PENINGKATAN SISTEM 

MANAJEMEN & 
PENGAWASAN

KEMENTERIAN /
LEMBAGA

MASYARAKAT

Proses Utama

Proses Pendukung

Proses Sumberdaya

MOFA.06
PENGELOLAAN KOMUNIKASI 

DAN SISTEM  INFORMASI 
MANAJEMEN

PERWAKILAN ASING

Dasar Hukum

Dasar hukum

Layanan diplomasi/perjanjian

Layanan keprotokolan

Layanan kekonsuleran

Permintaan informasi

Permintaan informasi

Perlindungan WNI/BHI

Dukungan perjanjian/diplomasi

Dukungan protokol

Dukungan kekonsuleran

Penyelesaian kasus WNI/BHI

Informasi & publikasi

Peraturan perundangan

Dukungan Keprotokolan

Layanan SIM & Kumunikasi

Layanan SIM & Kumunikasi Layanan SIM & Kumunikasi

Dukungan Sar-prasDukungan Sar-prasDukungan Sar-pras

Rumusan

Rumusan 
kebijakan

Dasar Hukum

Kinerja & anggaran

Dukungan SDM

Kinerja & anggaran

Kinerja & anggaran

Dukungan SDM Dukungan organisasi

Dukungan sistem manajemen

Dukungan sistem manajemen
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MOFA.04.04

Penanganan WNI 
Bermasalah di Luar 

Negeri

MOFA.04.09

Pengelolaan Database 
WNI/BHI di Luar 

Negeri

MOFA.04.07

Pemberian Bantuan Hukum 
Terhadap WNI Bermasalah di 

Luar Negeri

MOFA.04.08

Pemberdayaan Diaspora 
Terkait Perlindungan 

WNI

MOFA.04.06

Pelaksanaan Pencegahan 
Masalah Terhadap WNI/

BHI

MOFA.04.01

Pemberian Layanan 
Dokumen Dinas

MOFA.04.03

Pemberian Layanan 
Clerance

MOFA.01
PENGELOLAAN PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 

MOFA.03
PERUMUSAN KEBIJAKAN LUAR 

NEGERI

MOFA.02
PENGELOLAAN DIPLOMASI & 
KERJASAMA INTERNASIONAL

Dasar Hukum

Hasil/Kesepakatan

Hasil/Kesepakatan

Hasil/Kesepakatan

MOFA.04.02

Pemberian Layanan 
WNI dan WNA

MOFA.04.05

 Penanganan BHI 
Bermasalah di Luar 

Negeri

Ratifikasi, Kesepakatan, Perjanjian

Hasil/Kesepakatan

MOFA.05
LAYANAN KEPROTOKOLAN

Rekomendasi Kebijakan

Diplomat

Diplomat

MOFA.06
PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN SISTEM  

INFORMASI MANAJEMEN

Data dan Informasi

MOFA.08
PENGELOLAAN LAYANAN HUKUM, 

ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA

Dukungan Adm 
dan Sapras

Arsip

MOFA.07
PELAYANAN INFORMASI DAN MEDIA

Materi  Publikasi
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MOFA 06. Pengelolaan Komunikasi dan 
Sistem Informasi Manajemen MOFA 07. Pelayanan Informasi dan Media MOFA 08. Pengelolaan Layanan Hukum, Administrasi dan 

Sarana Prasarana

MOFA 11. Pengelolaan Kominikasi dan 
Sistem Informasi Manajemen

MOFA 12. Peningkatan Sistem Manajemen 
dan Pengawasan

MOFA.09 Pengelolaan SDM

All Perwakilan RI

Pusat Komunikasi

All Setditjen

All Satker

Direktorat 
Keamanan 
Diplomatik

Direktorat 
Informasi dan 

Media

Biro Administrasi 
Menteri

Direktorat 
Diplomasi Publik

All Satker

All Perwakilan RI

Pusdiklat

Sekretariat BPPK

Biro Perlengkapan

Direktorat Hukum

Biro Administrasi 
Menteri

Biro Administrasi 
Kementerian dan 

Perwakilan

MOFA 10. Pengelolaan Kinerja dan Anggaran

Unit Layanan 
Pengadaan

Biro Kepegawaian

Direktorat 
Keamanan 
Diplomatik

All Satker

All Perwakilan RI

Biro Kepegawaian

Pusdiklat

All Setditjen

All Satker

All Perwakilan RI

Biro Perencanaan 
dan Organisasi

All Inspektorat 
Wilayah

All Satker

All Perwakilan RI

Biro Perencanaan 
dan Organisasi

Biro Keuangan

Biro Perencanaan 
dan Organisasi

Biro Kepegawaian

Biro Administrasi 
Kementerian dan 

Perwakilan

All Satker

All Perwakilan RI

All Inspektorat 
Wilayah

Biro Perencanaan 
dan Organisasi

Biro Keuangan

All Satker

All Perwakilan RI

MOFA 01. Pengelolaan Peraturan Perundangan

Direktorat Hukum

All Setditjen

All Satker

All Perwakilan RI

MOFA 02. Pengelolaan Diplomasi dan Kerjasama 
Internasional

All Direktorat 
Regional

All Direktorat 
Kerjasama ASEAN

All Direktorat 
Multilateral

All Direktorat 
Hukum dan 
Perjanjian 

Internasional

Direktorat 
Kerjasama Teknik

All Direktorat 
Kerjasama 

Diplomasi Publik

All Perwakilan RI

MOFA 03. Perumusan Kebijakan Luar Negeri

All Pusat BPPK

All Direktorat 
Regional

All Direktorat 
Kerjasama ASEAN

All Direktorat 
Multilateral

MOFA 04. Layanan Kekonsuleran dan 
Perlindungan WNI/BI

Direktorat 
Konsuler

Direktorat 
Perlindungan 
WNI dan BHI All Perwakilan RI

Direktorat Hukum

Direktorat 
Perjanjian 

Ekonomi, Sosial 
dan Budaya

MOFA.05
Layanan Keprotokolan

Direktorat 
Keprotokolan

Direktorat 
Fasilitas 

Diplomatik

Direktorat 
Keamanan 
Diplomatik

Setditjen 
Protokoler dan 

Konsuler

All Perwakilan RI

Dasar hukum

Dasar hukum

Dsar Hukum

Rumusan kebijakan
Issue-issue

Dukungan SIM

Publikasi

Publikasi

Dukungan Sar-Pras

Dukungan Sar-Pras

Informasi dan Publikasi

Dukungan SDM

Dukungan SDM

Kinerja & anggaran

Kinerja dan Anggaran

Sistem manajemen 
& pengawasan

Sistem manajemen 
& pengawasan

RELATIONSHIP MAP



CROSS FUNCTIONAL MAP
MOFA-04.03.CFM.01 Penanganan WNI dan BHI Bermasalah di Luar Negeri
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04.06.CFM.01

Proses 
Pengelolaan 

Data 
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MOFA-
04.04.CFM.01

Proses 
Pemberdayaan 

Komunitas 
Masyarakat 
Indonesia 

Terkait 
Perlindungan 
WNI & BHI di 
Luar Negeri

MOFA-
04.03.CFM.01

Proses 
Penanganan 
WNI dan BHI 
Bermasalah 

di Luar 
Negeri



PETA PROSES

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI

Proses Sumber Daya

Proses Utama

Proses Pendukung

DPD-08

Pengelolaan SDM 

dan Organisasi

DPD-09

Pengelolaan 

Program, Anggaran 

dan Kinerja

DPD-04

Pengelolaan 

Persidangan

DPD-06

Pengelolaan Data 

dan Sistem 

Informasi

DPD-01

Pengelolaan Fungsi 

Legislasi

DPD-07

Pengelolaan 

Informasi, Publikasi 

dan Keprotokolan

DPD-03

Pengelolaan Fungsi 

Pengawasan

DPD-02

Pengelolaan Fungsi 

Representasi

DPD-10

Layanan Umum

DPD-05

Layanan Hukum

DPD-11

Pengelolaan Sistem 

Pengawasan dan 

Pengendalian 

SetJen DPD

PEMDA/

STAKEHOLDER 

MASYARAKAT 

DAERAH

PEMDA/

STAKEHOLDER

MASYARAKAT 

DAERAH

DPD RI

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

DPD RI

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

Asmasda

Telaah

hukum

Telaah

hukum

Kebutuhan persidangan

Kegiatan anggota di daerah

Data & Arsip

Keputusan

DPD

Dukungan persidangan

Publikasi JDIH

Hasil persidangan (Risalah & Notulen)

Penyusunan

keputusan

Hasil pengawasan
Dukungan persidangan

Hasil analisa

Keputusan
Dukungan persidangan

Telaah hukum

Data & Arsip

Dukungan pengaduan publik

Inventarisasi permasalahan

Laporan pengaduan / Hasil keputusan
Publikasi JDIH

Evaluasi raperda

Dukungan advoksi

Penyusunan keputusan

Laporan pengaduan

Alat kelengkapan Alat kelengkapan

Laporan kajian

Dukungan persidangan

Notulen
Risalah

Data&Arsip

Publikasi JDIH
Penyusunan keputusan

Pengawasan

Pengaduan publik

Asmasda

Telaah hukum

Hasil pengawasan

Kajian

Pengambilan

keputusan

Bahan persidangan

Bahan persidangan

Bahan persidangan

Bahan persidangan

Dukungan keuangan

Data & Arsip

Publikasi

Keprotokolan

Dukungan umum

Hasil

persidangan

Dukungan umum

Permintaan media

Hasil vot ing

Jadwal persidangan

Jadwal persidangan

Jadwal persidangan

Publikasi PPID

Nomor SK

Data & Arsip

Publikasi JDIH

Dukungan persidangan

Publikasi media digital

Telaah

hukum

Asmasda

Legal opinoin

Litigasi

Anggaran

Surat

keputusan

Surat keputusan

Surat keputusan

Surat keputusan

Peraturan

Peraturan

Pengadaan

barjas

Anggaran / Revisi anggaran

Teknologi pengamanan

Publikasi JDIH

Pengadaan

barjas

Hasil legislasi

Kegiatan daerah
Hasil

pengawasan

Risalah & notulensi

Data renstra

Data SAKIP

Penyusunan keputusan

Penyusunan peraturan

Publikasi (JDIH)

Pendaftaran 

Aset (BMN)

Publikasi media digital

Analisa pengaduan

Produk hukum

Data SDM

Hasil kunjungan

Data publikasi

Adm, perdin

Renstra / Anggaran /

 Data hibah / SAKIP

Informasi data (PPID)

Arsip

Publikasi risalah / arsip

Publikasi persidangan

Publikasi persidangan voting

Produk hukum

Produk hukum

Produk hukum

Katalog perpustakaan

Dukungan persidangan

Pengaduan

Penyusunan keputusan
Dukungan media

Anggaran / Perbendaharaan

Dukungan sarpras / BarJas

Dukungan keprotokolan

Dukungan keprotokolan

Adm. Kepegawaian

Adm. Pimpinan

Anggaran SDM

Perbendaharaan

Pentapan 

SK / Peraturan

Arsip

Kebutuhan diklat

Pelanggaran kode etik

SAKIP

Evaluasi barjas

Administrasi BMN

Anggaran

Anggaran

Pengadaan BarJas / Adm. BMN
Penilaian kinerja

Kebutuhan perekaman

Pengadaan barjas

Pengadaan barjas

Inventarisasi

Barang masuk

Penerimaan

negara

Tindaklanjut laporan

Rekonsiliasi data

Perlengkapan persidangan

Pengembangan kompetensi

Anggaran

Inventarisasi temuan

Laporan pelanggaran

Dukungan

Permintaan kerjasama

SDM

Anggaran

Bantuan hukum

Pengaduan

Pengawasan

Layanan kepegawaian

Layanan konsultasi

Dukungan

Publikasi /

Keprotokolan



DPD-01

Pengelolaan Fungsi Legislasi

DPD-02
PENGELOLAAN FUNGSI 

REPRESENTASI

DPD-05
LAYANAN HUKUM

DPD-03
PENGELOLAAN FUNGSI 

PENGAWASAN

DPD-06
PENGELOLAAN DATA 

DAN SISTEM INFORMASI

DPD-04
PENGELOLAAN 
PERSIDANGAN

DPD-07
PENGELOLAAN 

INFORMASI, PUBLIKASI 
DAN KEPROTOKOLAN

DPD-01.02
Pengelolaan Perancangan 

Undang- Undang

DPD-01.01
Pengelolaan Kegiatan 

Penyusunan terkait 
Prolegnas

DPD-01.03
Pengelolaan Penyusunan 

Pandangan dan 
Pertimbangan DPD 

Terhadap RUU

DPD-01.04
Pengelolaan Dukungan 

Pertimbangan APBN

Asmasda

Telaah hukum

Kebutuhan

Persidangan

Hasil DIM

Data & Arsip

Keputusan DPD

Tindak Lanjut Telaah

Hukum 

Kegiatan Anggota 

di Daerah

Dukungan Persidangan

Publikasi JDIH

Asmasda

Dukungan Persidangan

Keputusan 

DPD

Telaah 

Hukum

Risalah

Data & Arsip

Publikasi

JDIH

Keputusan

 Sidang

Risalah

Dukungan Persidangan

Notulensi
Penyusunan

Keputusan

Data & Arsip

Publikasi JDIH

Hasil Pengawasan

Asmasda 

Telaah Hukum

Dukungan Persidangan

Risalah

Notulensi

Penyusunan Keputusan

Publikasi JDIH

Data & Arsip

Hasil Persidangan



DPD-03

Pengelolaan Fungsi 

Pengawasan

DPD-02

Pengelolaan Fungsi 

Representasi

DPD-04

Pengelolaan Persidangan

DPD-01

Pengelolaan Fungsi Legislasi

PETA RELASI

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI

DPD-07

Pengelolaan Informasi, 

Publikasi dan Keprotokolan

DPD-06

Pengelolaan Data dan Sistem 

Informasi

DPD-05

Layanan Hukum

DPD-08

Pengelolaan SDM dan 

Organisasi

DPD-09

Pengelolaan Program, 

Anggaran dan Kinerja

DPD-10

Layanan Umum

DPD-11

Pengelolaan Sistem 

Pengawasan dan 

Pengendalian SetJen DPD

Biro Persidangan I

Pusat Perancangan dan Kajian 
Kebijakan Hukum

Pusat Kajian Daerah dan Anggaran

Biro Persidangan II

Biro Sekretariat Pimpinan

Biro Organisasi, Keanggotaan, 
dan Kepegawaian

Biro Protokol, Hubungan 
Masyarakat, dan Media

Biro Sistem Informasi dan 
Dokumentasi

Pusat Kajian Daerah dan Anggaran

Pusat Perancangan dan Kajian 
Kebijakan Hukum

Biro Persidangan I

Biro Persidangan II

Biro Sistem Informasi dan 
Dokumentasi 

Biro Persidangan I

Biro Persidangan II

Biro Sekretariat Pimpinan

Pusat Kajian Daerah dan Anggaran

Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, 
dan Media

Pusat Perancangan dan Kajian 
Kebijakan Hukum

Biro Persidangan I

Biro Persidangan II

Biro Umum

Biro Sekretariat Pimpinan

Biro Organisasi, Keanggotaan, dan 
Kepegawaian

Biro Sistem Informasi dan 
Dokumentasi

Biro Organisasi, Keanggotaan, dan 
Kepegawaian

Pusat Perancangan dan Kajian 
Kebijakan Hukum

Biro Persidangan I

Biro Persidangan II

Biro Sekretariat Pimpinan

Biro Sistem Informasi dan 
Dokumentasi

Biro Umum

Biro Sistem Informasi dan 
Dokumentasi

Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, 
dan Media

Biro Organisasi, Keanggotaan, dan 
Kepegawaian

Biro Persidangan I 

Pusat Perancangan dan Kajian 
Kebijakan Hukum

Biro Sistem Informasi dan 
Dokumentasi

Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Organisasi, Keanggotaan, 
dan Kepegawaian

Biro Umum

Inspektorat

Biro Umum

Biro Persidangan I

Biro Organisasi, Keanggotaan, 
dan Kepegawaian

Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Sistem Informasi dan 
Dokumentasi

Inspektorat

Biro Protokol, Hubungan 
Masyarakat, dan Media

Inspektorat

Biro Umum

Biro Organisasi, Keanggotaan, 
dan Kepegawaian

Inspektorat

Biro Sekretariat Pimpinan

Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Umum

Biro Sistem Informasi dan 
Dokumentasi

Biro Protokol, Hubungan 
Masyarakat, dan Media

Kantor Daerah

Biro Sekretariat Pimpinan

Biro Sekretariat Pimpinan

Kantor Daerah

Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Sistem Informasi dan 
Dokumentasi 

Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, 
dan Media

Kantor Daerah

Biro Sistem Informasi dan 
Dokumentasi 

Kantor Daerah

Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, 
dan Media

Kantor Daerah

Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, 
dan Media

Pusat Kajian Daerah dan Anggaran

Biro Umum

Biro Perencanaan dan Keuangan

Pusat Perancangan dan Kajian 
Kebijakan Hukum

Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, 
dan Media

Kantor Daerah

Biro Organisasi, Keanggotaan, dan 
Kepegawaian

Biro Persidangan  II

Biro Sekretariat Pimpinan

Biro Umum

Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Persidangan I 

Biro Persidangan  II

Biro Persidangan  II

Sekretaris Jenderal DPD RI

Telaah

hukum

Telaah

hukum

Asmasda
Kebutuhan persidangan

Kegiatan anggota di daerah

Data & Arsip

Keputusan DPD

Dukungan persidangan

Publikasi JDIH

Hasil persidangan (Risalah & Notulen)

Penyusunan keputusan

Hasil pengawasan
Dukungan persidangan

Hasil analisa

Keputusan

Dukungan persidangan

Telaah

hukum Data & Arsip

Dukungan pengaduan publik/Hasil keputusan

Inventarisasi permasalahan

Laporan pengaduan

Publikasi JDIH

Evaluasi

raperda

Dukungan

advokasi

Penyusunan

keputusan
Laporan pengaduan

Alat kelengkapan Alat kelengkapan

Laporan

kajian

Dukungan

persidangan

Notulen

Risalah

Data&

Arsip

Publikasi JDIH

Penyusunan

keputusan

Pengawasan

Pengaduan publik

Asmasda

Telaah 

hukum

Kajian

Pengambilan

keputusan

Bahan persidangan

Bahan persidangan

Bahan persidangan

Dukungan persidangan

Bahan persidangan

Dukungan keuangan

Data & Arsip

Publikasi

Keprotokolan

Dukungan umum

Hasil

persidangan

Dukungan umum

Permintaan

media

Hasil

vot ing

Jadwal persidangan

Jadwal persidangan

Jadwal persidangan

Publikasi PPID

Nomor SK

Data & Arsip

Publikasi JDIH

Dukungan

persidangan

Publikasi media digital

Publikasi JDIH

Telaah hukum

Asmasda

Legal opinion

Litigasi
Anggaran

Surat

keputusan

Surat keputusan

Surat keputusan

Surat keputusan

Peraturan

Peraturan

Anggaran Teknologi pengamanan

Publikasi JDIH

Pengadaan

barjas

Hasil legislasi

Kegiatan

daerah

Hasil

pengawasan

Risalah & notulensi

Data

renstra

Data

SAKIP

Penyusunan

keputusan

Penyusunan

peraturan

Publikasi JDIH

Pendaftaran

Aset (BMN)

Publikasi media 

digital

Analisa pengaduan

Produk hukum

Data SDM

Hasil kunjungan

Data publikasi

Adm, perdin

Renstra/

Anggaran/

Data hibah/

SAKIP

Arsip

Publikasi risalah

Publikasi arsip

Publikasi persidangan

Publikasi persidangan voting

Produk hukum

Produk hukum

Produk hukum

Produk hukum

Katalog

perpustakaan

Dukungan

persidangan

Pengaduan

Penyusunan keputusan

Dukungan media

Dukungan

media

Dukungan media

Dukungan

media

Anggaran / Perbendaharaan

Dukungan

Sarpras / BarJas

Dukungan

keprotokolan

Dukungan keprotokolan

Adm. Kepegawaian

Adm. Pimpinan

Anggaran SDM

Perbendaharaan

Penetapan

SK / Peraturan

Arsip

Kebutuhan diklat

Pelanggaran kode etik

SAKIP

Evaluasi barjas

Administrasi BMN

Anggaran

Anggaran

Pengadaan BarJas / Adm. BMN

Penilaian kinerja

Kebutuhan perekaman

Pengadaan barjas

Pengadaan barjas

Inventarisasi

Barang masuk

Penerimaan

negara

Tindaklanjut laporan

Rekonsiliasi data

Perlengkapan persidangan

Laporan sarpras

Pengembangan kompetensi

Laporan pelanggaran

Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Persidangan  II

Analisa

data



DPD-03

Pengelolaan Fungsi 

Pengawasan

DPD-02

Pengelolaan Fungsi 

Representasi

DPD-04

Pengelolaan Persidangan
DPD-01

Pengelolaan Fungsi Legislasi

PETA RELASI

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI

Biro Persidangan I

Pusat Perancangan dan 

Kajian Kebijakan Hukum

Pusat Kajian Daerah dan 

Anggaran

Biro Persidangan II

Biro Sekretariat Pimpinan

Pusat Kajian Daerah dan 

Anggaran

Pusat Perancangan dan 

Kajian Kebijakan Hukum

Biro Persidangan I

Biro Persidangan II

Biro Sistem Informasi dan 

Dokumentasi 

Biro Persidangan I

Biro Persidangan II

Biro Sekretariat Pimpinan

Pusat Kajian Daerah dan 

Anggaran

Biro Protokol, Hubungan 

Masyarakat, dan Media

Pusat Perancangan dan 

Kajian Kebijakan Hukum

Biro Persidangan I

Biro Persidangan II

Biro Umum

Biro Sekretariat Pimpinan

Biro Organisasi, 

Keanggotaan, dan 

Kepegawaian

Biro Sistem Informasi dan 

Dokumentasi

Biro Sekretariat Pimpinan

Biro Sistem Informasi dan 

Dokumentasi 
Biro Protokol, Hubungan 

Masyarakat, dan Media

Kantor Daerah

Biro Sistem Informasi dan 

Dokumentasi 

Kantor Daerah

Biro Perencanaan dan 

Keuangan

Biro Protokol, Hubungan 

Masyarakat, dan Media

Kantor Daerah



Pengelolaan Kegiatan Penyusunan Terkait Prolegnas

DPD-01.01.CFM.01
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s
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Memberikan 

dukungan 

penetapan usul 

Prolegnas dan 

disampaikan ke 

sidang paripurna 

(oleh PPUU)

Melakukan 

dukungan rapat 

gabungan antara 

PPUU dan Komite

Setuju?

Tidak

Melakukan dukungan  

pembahasan di DPR terkait 

usul prolegnas di DPD

Ya

Proses DPD-

02.02.CFM.01

Pengelolaan Dukungan 

ASMAS

Menyusun Daftar 

Inventaris Masalah

Proses DPD-06.02.CFM.01

Pengelolaan Data dan Informasi

Proses DPD-

07.01.CFM.04 

Layanan Informasi 

Hukum (JDIH) 

Proses DPD-

01.02.CFM.01 

Pengelolaan 

Perancangan Undang-

Undang

Menganalisa dan 

mengevaluasi 

prolegnas tahun 

sebelumnya

Proses DPD-

03.02.CFM.01 

Pengelolaan 

Dukungan 

Pengawasan Atas 

Pelaksanaan 

Undang-Undang

Relevan dengan kebutuhan 

persidangan ?

Ya

Tidak

Melakukan pengelolaan 

program dan urutan 

prioritas pembahasan 

Melakukan revisi oleh 

PPUU

Melakukan 

dukungan koordinasi 

tindak lanjut 

prolegnas

Proses DPD-03.02.CFM.01

 Pengelolaan Dukungan 

Pelaksanaan Pengawasan 

Atas Pelaksanaan Undang-

Undang

Proses DPD-05.02.CFM.01

Pengelolaan Telaah Hukum 

dan Peraturan Perundang-

undangan

Proses DPD-04 

Pengelolaan 

Persidangan 

Proses DPD-

06.04.CFM.01

Pengelolaan Arsip

Proses DPD-05.01.CFM.01

Pengelolaan Dukungan 

Penyusunan Keputusan DPD



CONTOH KERANGKA PETA PROSES BISNIS

Unit Kerja

Proses

Rangkaian Aktifitas

90 Lintas Fungsi

Proses

42

11 Relasi

49 Sub Proses11 Proses



Memahami RPJMD dan Draft Probis Pemkot Biitar



44

Berpikir Sistematis



45

Resources PerformanceProcess



46



Visi Pembangunan Daerah tahun 2016-2021

”Bersama Menuju Masyarakat Kebumen
yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis
dan Berkelanjutan”

47

Misi 1 : Membangun sumber daya manusia

yang memiliki wawasan luas, tangguh serta

berkemajuan melalui pendidikan dan

kesehatan yang berkualitas



48

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

1. Mewujud-kan sumber-

daya manusia yang 

berkualitas dan berdaya

saing

Meningkatnya derajat

pendidikan masyarakat

1. Angka Harapan Lama 

Sekolah

2. Rata-Rata Lama Sekolah

Meningkatnya mutu dan 

manajemen pelayanan 

pendidikan

3. Persentase Akses dan 

Mutu Pelayanan Pendidikan

Meningkatnya prestasi dan 

pembinaan pemuda dan 

olahraga

4. Capaian prestasi pemuda 

dan olahraga

Meningkatnya derajat 

kesehatan masyarakat

5. Angka Harapan Hidup



49
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Hubungan Peta Probis dengan SOP Makro dan Mikro



PETA BISNIS PROSES

MOFA-01
PENGELOLAAN INSTRUMEN 
HUKUM DAN PERJANJIAN 

INTERNASIONAL 

PETA BISNIS PROSES
 KEMENTERIAN LUAR NEGERI

MOFA-04
LAYANAN KEKONSULERAN 

DAN PERLINDUNGAN WNI/BHI 

MOFA-03
PERUMUSAN 

KEBIJAKAN LUAR 
NEGERI

MOFA-02
PENGELOLAAN DIPLOMASI & 
KERJA SAMA INTERNASIONAL

KEMENTERIAN /
LEMBAGA

PERWAKILAN ASING

MOFA-08
PENGELOLAAN LAYANAN HUKUM, 

ADMINISTRASI DAN SARANA 
PRASARANA

MOFA-10
PENGELOLAAN KINERJA 

DAN ANGGARANMASYARAKAT

MOFA-09
PENGELOLAAN SDM

MOFA-05
LAYANAN KEPROTOKOLAN, 
FASILITAS DIPLOMATIK DAN 

KEAMANAN DIPLOMATIK

MOFA-11
PENATAAN ORGANISASI 

DAN BISNIS PROSES

MOFA-12
 PENGELOLAAN SISTEM 

PENGENDALIAN & 
PENGAWASAN

KEMENTERIAN /
LEMBAGA

MASYARAKAT

Proses Utama

Proses Pendukung

Proses Sumberdaya

MOFA-06
PENGELOLAAN KOMUNIKASI 

DAN SISTEM  INFORMASI 
MANAJEMEN

PERWAKILAN ASING

Layanan diplomasi/perjanjian

Layanan kekonsuleran

Permintaan informasi

Permintaan informasi

Perlindungan WNI/BHI

Dukungan perjanjian/diplomasi

Dukungan protokol

Dukungan kekonsuleran

Penyelesaian kasus WNI/BHI

Informasi & publikasi

Peraturan perundangan

Dukungan Keprotokolan

Dasar Hukum 

Dasar Hukum 

Dasar Hukum 

Pengelolaan Arsip 
Bahan Diseminasi, 

Informasi & Publikasi

Rekomendasi
 Kebijakan 

Bahan Masukan
 Perumusan 

Dokumentasi

Pengelolaan
 Keputusan 

Dasar Hukum 

Dasar Hukum 

Review 

Pengelolaan
 Keputusan 

Pengesahan Peraturan 
Perundang-undangan 

Administrasi
 Penetapan Atase

Pengelolaan
 Peraturan

Pembukaan Kantor Perwakilan 
Negara Asing/OI

Permintaan 
Informasi 

Data dan Informasi 
Materi Publikasi 

Surat Permohonan 

Aplikasi Kinerja & 
Anggaran

Aplikasi 
Kepegawaian

Website

Informasi 

KepustakaanMedia digital

Informasi spesifik

Nilai Sisa & Lelang

 MOFA-07
PELAYANAN INFORMASI DAN 

MEDIA

SBP SBP SBP SBP
SBP

SBP
SBP SBP

SBP SBPSBPSBP

PETA HUBUNGAN

RELATIONSHIP MAP
 KEMENTERIAN LUAR NEGERI

MOFA-06 Pengelolaan Komunikasi dan 
Sistem Informasi Manajemen

MOFA-07 Pelayanan Informasi dan Media MOFA-08 Pengelolaan Layanan Hukum, Administrasi dan 
Sarana Prasarana

MOFA-11 Penataan Organisasi
MOFA-12 Peningkatan Sistem Manajemen 

dan Pengawasan
MOFA-09 Pengelolaan SDM

All Perwakilan RI

Pusat Komunikasi

All Setditjen

All Satker

Direktorat 
Keamanan 
Diplomatik

Direktorat 
Informasi dan 

Media

Biro Administrasi 
Menteri

Direktorat 
Diplomasi Publik

All Satker

All Perwakilan RI

Pusdiklat

Sekretariat BPPK

Biro Perlengkapan

Direktorat Hukum

Biro Administrasi 
Menteri

Biro Administrasi 
Kementerian dan 

Perwakilan

MOFA-10 Pengelolaan Kinerja dan Anggaran

Unit Layanan 
Pengadaan

Biro Kepegawaian

Direktorat 
Keamanan 
Diplomatik

All Satker

All Perwakilan RI

Biro Kepegawaian

Pusdiklat

All Setditjen

All Satker

All Perwakilan RI

Biro Perencanaan 
dan Organisasi

All Inspektorat 
Wilayah

All Satker

All Perwakilan RI

Biro Perencanaan 
dan Organisasi

Biro Keuangan

Biro Perencanaan 
dan Organisasi

Biro Kepegawaian

Biro Administrasi 
Kementerian dan 

Perwakilan

All Satker

All Perwakilan RI

All Inspektorat 
Wilayah

Biro Perencanaan 
dan Organisasi

Biro Keuangan

All Satker

All Perwakilan RI

MOFA-01 Pengelolaan Instrumen Hukum dan 
Perjanjian Internasional

Ditjen Hukum dan 
Perjanjian 

Internasioanal

All Setditjen

All Satker

All Perwakilan RI

MOFA-02 Pengelolaan Diplomasi dan Kerjasama 
Internasional

All Direktorat 
Regional

All Direktorat 
Kerjasama ASEAN

All Direktorat 
Multilateral

 Ditjen Hukum dan 
Perjanjian 

Internasional

Direktorat 
Kerjasama Teknik

All Direktorat 
Kerjasama 

Diplomasi Publik

All Perwakilan RI

MOFA-03 Perumusan Kebijakan Luar Negeri

All Pusat / Set 
BPPK

All Direktorat 
Regional

All Direktorat 
Kerjasama ASEAN

All Direktorat 
Multilateral

MOFA-04 Layanan Kekonsuleran dan 
Perlindungan WNI/BHI

Ditjen Protokol 
dan Konsuler

Direktorat 
Perlindungan 
WNI dan BHI All Perwakilan RI

Direktorat Hukum

Direktorat 
Perjanjian 

Ekonomi, Sosial 
dan Budaya

MOFA-05
Layanan Keprotokolan, Fasilitas Diplomatik 

dan Keamanan Diplomatik

Direktorat 
Fasilitas 

Diplomatik

Direktorat 
Keamanan 
Diplomatik

All Perwakilan RI

All Direktorat 
Regional

Biro Keuangan

All Satker

Setditjen 
Multirateral

Ditjen Protokol 
dan Konsuler

Dasar Hukum 

Rekomendasi
 Kebijakan 

Bahan Masukan
 Perumusan 

Dasar Hukum 

Pengelolaan Arsip 

Dasar Hukum 

Dasar Hukum 

Dasar Hukum 

Bahan Diseminasi, 

Informasi & Publikasi

Dokumentasi

Pengelolaan
 Peraturan

Pengelolaan
 Keputusan 

Pengesahan Peraturan 
Perundang-undangan 

Pengelolaan
 Keputusan Administrasi

 Penetapan Atase

Review 

Pembukaan Kantor Perwakilan 
Negara Asing/OI

Data dan Informasi 

Surat 
Permohonan 

Materi Publikasi 

Aplikasi Kinerja & 
Anggaran

Aplikasi 
Kepegawaian

Website

Informasi 

Kepustakaan

Media digital

Informasi 
spesifik

Nilai Sisa & Lelang

PETA SUB PROSES PETA LINTAS FUNGSI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MIKRO STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MAKRO

1

2

3

4

5

6

SOP MIKRO SOP MAKRO



SOP: KEBUTUHAN ORG. & RB

SOP MAKRO

SOP TEKNIS

SOP MIKRO

SOP 
ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN
KEBUTUHAN  
ORGANISASI

 Tugas & Fungsi

 Aktivitas Penunjang

Hubungan Istilah Jenis dan Cakupan SOP 
dalam PermenPAN 35 tahun 2012



MANUAL

ORGANISASI

STANDARD OPERATING 

PROCEDURES

OTHERS DOCUMENTS

WORK INSTRUCTIONS

Level Dokumen

54

Level A

Level B

Level C

Level D

SOP Makro

SOP Mikro



Level Proses Bisnis dan SOP

Rencana Road Map KeMenPanRB terkait Bisnis Proses secara
Nasional untuk Kementerian/Lembaga dibagi 4 level sbb:

• Proses Bisnis antar Kementerian/Lembaga
yang bersifat lintas sektor dibawah KemenKo

• Proses Bisnis antar UKE 1 dan/atau antar
UKE 2 dalam satu
Kementerian/Lembaga/Pemda

• Proses Bisnis antar UKE 2 dalam satu
UKE 1 dalam satu K/L atau antar OPD 
dalam satu Pemda

Level I • Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (dalam
bentuk RUU) 

Level II

Level III

Level IV
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Kerangka Kerja Menyusun Probis & SOP

SOP Mikro
masing2x OPD

SOP  Makro antar OPD

Tugas & Fungsi dalam 
SOTK

Peta Bisnis Proses
PEMKAB (level III)

RPJMD / 
Renstra Organisasi

Mandat Peraturan 
Perundangan

SOP Unit yg
ada saat ini

Peta Bisnis Proses
OPD (level IV)
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Integrasi Proses Bisnis Level I, II, III, & IV

KemenKo
Bidang

K/L Sektor K/L Sektor K/L SektorK/L Sektor

Sasaran
Pembangunan

Sasaran
Pembangunan

Sasaran
Pembangunan

Sasaran
Pembangunan

Sasaran
Pembangunan

Impact

PemKab

PemProv

PemKot

Sasaran
Pembangunan

Sasaran
Pembangunan

Sasaran
Pembangunan

Sasaran
Pembangunan

Process A

(Level I)

Process B

(Level I)

Process C

(Level I)

Process D

(Level I)

Process E 

(Level I) 

Process F

(Level I)

Process G 

(Level I)

KemenKo
Bidang

KemenKo
Bidang

KemenKo
Bidang

Probis
Level III

Probis
Level II

Probis
Level IV



Tentang Nara Sumber



OUR CLIENTS

G O V E R N M E N T S



C O N T A C T  U S :

Grand Slipi Tower Lt. 33 Unit C
Jl. Letjend S. Parman Kav. 22 – 24
Jakarta 11480

Telp: (021) 2902 2128 – 29  / Faks: (021) 2902 2121 

martinus@ccg.co.id
0811 180352

mailto:martinus@ccg.co.id

